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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang syumul. Syumul secara etimologis artinya adalah
mencakup secara keseluruhan. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang
universal, yakni mencakup dan merangkumi segala aspek kehidupan dengan
berbagai macam aturan dan panduan-panduan hidup (minhajul hayah). Tak
terkecuali dalam aspek sosial-ekonomi, di mana aspek tersebut adalah sebuah
keniscayaan bagi manusia pada umumnya yang mengharuskan hidup secara
komunal. Wakaf sebagai salah satu instrument sosial-ekonomi Islam memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat muslim. Ini dapat
dibuktikan dengan banyaknya harta wakaf yang difungsikan sebagai musholla,
masjid, maupun sarana pembangunan masyarakat, seperti sekolah, kuburan, rumah
sakit, lembaga sosial, dan lain-lain (Supani, 2023).

Perjalanan wakaf dalam perkembangannya membersamai sejarah peradaban
umat Islam dari zaman ke zaman didukung oleh aktivitas keilmuan yang
berpandukan wahyu. Hal itu menjadi sebuah keniscayaan, mengingat bahwasanya
peradaban umat Islam memiliki karakter khas keilmuan yang dilandaskan
worldview khas Islam. Bahkan aktivitas keilmuan Islam pada masa klasik selain
melahirkan produk hukum wakaf, yang pada gilirannya institusi wakaf juga
memiliki pengaruh pada kemajuan aktivitas keilmuan itu sendiri (Asrohah dkk.,

2012)



Kemajuan wakaf pada zaman klasik tidak terlepas dari karakter keilmuan
Islam. Islam sebagai agama yang memiliki dimensi agidah, akhlak, dan hukum
memiliki peranannya dalam membentuk realitas masyarakat muslim dalam sebuah
peradaban. Jadi, aktivitas keilmuan Islam tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan
ketiga aspek tersebut. Dalam kaitannya dengan studi hukum Islam, maka prosedur
penemuan hukum Islam selain berdimensi ketuhanan, juga memperhatikan
kemaslahatan umum. Dari sini, sejatinya tidak ada dikotomi antara yang ilahi-sakral
dengan yang profan dalam penerapan hukum Islam. Selain hukum berlandaskan
panduan wahyu yang dapat menyelamatkannya di akhirat, ia juga sejatinya
mengantarkan manusia pada kemaslahatan di dunia.

Argumennya adalah sebagaimana yang ditemukan oleh pakar hukum Islam
klasik, bahwa hukum Islam sejatinya mengandung tujuan-tujuan (magashid) yang
dikehendaki oleh syariat. Tujuan-tujuan itu dirumuskan dan disempurnakan oleh
ijtihad ulama lintas generasi yang akhirnya boleh dikatakan matang di tangan Imam
As-Syatibi. Adapun tujuan-tujuan diterapkannya syari’at adalah: menjaga agama,
jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, serta menjaga harta. Implementasi dari lima
maksud tersebut terkandung dalam hukum Islam. Sehingga dengannya, diharapkan
basic needs masyarakat dapat terpenuhi, selain itu kerusakan, kesusahan,
kemudhorotan juga dapat dihindari.(Dede Nurwahidah dkk., 2024)

Maka, produk hukum wakaf secara khusus yang lahir dari hukum Islam
sejatinya selain memiliki dimensi ketuhanan yang berkorespondensi pada
kebenaran wahyu, ia juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bermanfaat untuk

mencapai kemaslahatan (jalbul masholih). Dari situ, ijtihad sebagai alat untuk



menemukan hukum Islam memainkan peranan penting dalam dinamika hukum
Islam agar dapat menciptakan kestabilan masyarakat (social control). Ini terjadi
sebab perubahan masyarakat tidak bisa dihindari, karenanya hukum sebagai sesuatu
yang ajeg memainkan peranannya di sini. Di sisi lain, manakala perubahan sosial
tidak diikuti dinamika hukum, maka akan berakibat pada kemandekan. Maka di sini
dinamika hukum harus dapat mengubah struktur masyarakat kepada yang lebih baik
sebagaimana seharusnya. Hal tersebut adalah niscaya bagi fungsi hukum itu sendiri,
yakni sebagai rekayasa sosial (social engingering) (Arief, 2017). Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad sangat diperlukan untuk mengatur
kehidupan masyarakat kepada maslahat sesuai yang dikehendaki oleh syariat.

Terkait hukum wakaf, pada praktiknya ia sudah ada sebelum zaman
Rasulullah S.A.W. Meski demikian, hukum wakaf pada zaman sebelum Rasul
belum diafirmasi nilai ubudiyyahnya dan dilakukan atas kepentingan duniawi
semata, sebab hal tersebut belum dikonfirmasi dan diperkuat dengan landasan
wahyu. Baru pada zaman Rasulullah, wakaf ditetapkan sebagai syariat. Ada dua
pendapat terkait siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Perndapat pertama dari
kalangan muhajirin, mereka berpendapat orang pertama yang mempraktekkan
wakaf adalah Umar r.a. Adapun orang-orang Anshor, mereka berpendapat orang
yang pertama mempraktekkan wakaf adalah Rasulullah S.A.W

Selanjutnya, wakaf yang dipraktekkan olen Umar r.a disusul oleh para
sahabat yang lain. Di antaranya: Abu Thalhah yang mewakafkan kebun
kesayangannya, Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang

diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Kemudian, ada



juga Utsman bin Affan yang menyedekahkan hartanya di Khaibar. Sedangkan Ali
bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakatkan
rumahnya, yang kemudia popular dinamakan dengan “Darul-Anshar” Kemudian
pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik Abdullah bin Umar, Zubair bin Al-
Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Dalam perjalanannya, wakaf dipraktekkan oleh kekhilafahan Islam, ia juga
mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Pada masa khilafah Umayyah
misalnya, wakaf mengalami perubahan dari yang sebelumnya ia merupakan amal
ibadah yang bersifat individu dan tidak mengikat pada apapun, menjadi amal yang
selanjutnya diatur oleh Lembaga tersendiri di bawah departemen kehakiman.
Adapun pada masa Abbasiyah, terdapat Lembaga wakaf yang dinamakan “Shodrul-
Wuquf”, Lembaga ini bertugas untuk mengurus administrasi dan memilih staf
pengelola. Pada masa Ayyubiyah, penggunaan wakaf lebih identik difungsikan
sebagai Pendidikan. la digunakan untuk menyebarkan paham ahlussunnah dan
mazhab arba’ah, yang sebelum kekuasaannya teologi Syi’ah menjadi aliran yang
menghegemoni atas Mesir pada saat itu. (Nissa, 2017)

Adapun negara muslim di era modern, yang ditandai dengan runtuhnya
kekhilafahan Islam di Turki pada tahun 1924 M. Pada masa itu, tantangan dunia
Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khusunya adalah modernisasi dalam
sebuah sistem bernegara. Ini menjadi konsekuensi logis akibat dari kolonialisme-
imperialisme yang menghegomoni masyarakat Islam secara global, tak terkecuali
di Indonesia. Ini berakibat pada tarik ulur paradigma hukum Islam dalam sistem

hukum nasional. Pertama, kalangan formalisme, yakni kelompok yang



berpandangan bahwa Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah
muslim wajib memberlakukan hukum islam sebagai undang-undang. Munculnya
Perda Syariah merupakan hasil dari pandangan konsep kalangan ini. Kedua adalah
kalangan substansionalisme, yakni kelompok yang memiliki pandangan bahwa
hukum Islam di Indonesia tidak perlu ditampakkan secara formal. Namun, cukup
dengan menyuntikkan nilai-nilai dan prinsip yang sesuai dengan syariat maka itu
sudah cukup (Muhammadun, 2024) . Dari sini, hukum wakaf dalam sistem hukum
nasional di Indonesia mendapatkan tempat perkembangannya secara dialektis
menuturi perkembangan sosio-politik Indonesia.

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan pada
dasarnya berawal dari penerapan hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah
masyarakat. Hukum adat tersebut berlandaskan pada ketentuan fikih yang dianut
oleh para ulama setempat, tanpa adanya campur tangan atau pengaturan formal dari
pemerintah kolonial. Namun, antara tahun 1903 hingga 1935, pemerintah Belanda
mulai mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris Pemerintah (Circulaires van de
Gouvernements Secretaris) yang ditujukan kepada para pejabat pribumi. Langkah
ini menjadi titik awal perubahan dari sistem wakaf yang sebelumnya tidak memiliki
dasar administratif menuju bentuk hukum yang lebih teratur, hingga akhirnya
diterbitkan Peraturan Pemerintanh Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik. Pengaturan mengenai wakaf benda tidak bergerak kemudian berlanjut dan
mengalami penyempurnaan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada 10 Juni 1991, yang

kemudian dipertegas secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun



2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada 27 Oktober 2004, serta diperinci lebih
lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang ditetapkan pada 15 Desember
2006.(Susanto, 2016)

Seiring dengan perkembangan hukum figih wakaf di Indonesia yang telah
mewujud menjadi hukum positif, ini menjadi angin segar bagi pembaruan hukum
Islam di era kontemporer. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana
kebijakan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
setara dengan undang-undang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Di
sini lah akhirnya penulis hendak menguji sejauh mana kaidah-kaidah hukum Islam
menjiwai hukum positif yang berlaku. Lebih khususnya, di sini penulis akan
menggunakan qowa’id fighiyyah sebagai landasan teoretis untuk meninjau apakah
dinamika perubahan hukum wakaf di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan dan

kehendak hukum figih Islam.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perkembangan hukum positif wakaf di Indonesia?
2. Apa qowa’id fighiyyah yang sesuai dengan perkembangan hukum positif
wakaf?
3. Bagaimana Kesesuaiannya hukum positif wakaf di Indonesia terhadap asas

hukum Islam, yang dalam hal ini adalah qowa’id fighiyyah.



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penulisan penelitian ini

yang ingini dicapai adalah:

1.

2.

Untuk mengetahui perkembangan hukum positif wakaf di Indonesia
Untuk mengetahui jenis qowa’id fighiyyah yang sesuai dengan
perkembangan hukum positif wakaf di Indonesia.

Untuk mengetahui apakah hukum positif wakaf di Indonesia sudah

sesuai dengan kaidah hukum Islam.

1. 3. 2 Manfaat Penelitian

1.

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
wawasan dan perkembangan khazanah bagi pengkajian hukum Islam
kontemporer pada umumnya, dan hukum wakaf kontemporer pada
khususnya.

Secara praktis. diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pertimbangan regulasi hukum wakaf di Indonesia agar sesuai dengan
semangat hukum figih Islam. Ini dapat bermanfaat bagi para pemangku
kebijakan, praktisi hukum, dan para intelektual muslim yang

berkecimpung di dunia hukum Islam.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terfokus pada perkembangan hukum positif di Indonesia yang

diinventarisasi dari masa pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, era reformasi



sampai sekarang sebagai objek penelitian. Kemudian dari kumpulan hukum positif

tersebut dianalisis secara induktif dielaborasi dengan qowai’id fighiyyah secara

deduktif.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan - Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga sistematika
penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka - Menjelaskan penjelasan Landasan Teori, dan
Kajian Terkait. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:
Pengertian Wakaf, Hukum Wakaf Menurut Figih Klasik, Hukum Wakaf Menurut
Figih Kontemporer, Pengertian Qo’idah Fighiyyah, Urgensi Qo’idah Fighiyyah
dalam Positivisasi Hukum Islam, Macam-Macam Qo’idah Fighiyyah. Kajian
terkait ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang relevan.

BAB I1I: Metode Penelitian - Berisikan jenis penelitian, sumber dan teknik
pengumpulan data, dan analisa data penelitian.

BAB IV: Hasil dan Analisis - Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil
terkait bagaimana perkembangan hukum positif wakaf di Indonesia dari era
sebelum kemerdekaan hingga era reformasi. Dari perkembangan hukum tersebut
dianalisis qowai’id fighiyyah apa yang sesuai dengan dinamisasi hukum tersebut.

BAB V: Penutup - Merupakan akhir dari laporan penelitian yang berisi

mengenai kesimpulan dan saran penelitian tersebut.



